GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 38 TAHUN
2021 TENTANG KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN

Menimbang :

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS

RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien di rumah sakit di Provinsi Gorontalo
telah diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun
2021 tentang Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit

Provinsi Gorontalo

. bahwa pembentukan keanggotaan badan pengawas

rumah sakit Provinsi Gorontalo perlu dilakukan beberapa
penyesuaian sehingga terhadap peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 38 tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan
Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo perlu dilakukan
perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Keanggotaan,
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota
Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo;
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Mengingat :
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomeor 4431);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
Tambahan Lembar ara Republik Indonesia Nomor
6573);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

245, Tambahan Lembaran Negarq Renublik Indonesia Nomor

Tahun 2009 Nomeor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
2020 Neomer 245, Tambahan

AAaiaans

Renublik Indonesia Tahun

Republik Indonesi 1 ner
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

AiararsaaGas

T - 3 T T T
| Hﬁ?&{ EX{SS},?!‘-{)A‘!‘AN Tg RSASTEN | SERDR [ WACHE

1 [l 1 ¥

K [



Menetapkan :
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang
Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

\O

Peraturan Menteri Kesehatan Nomeor 17 Tahun 2014
Tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit

Indonesia;
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tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
ublik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentan
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit

v

ovingl Gorontalo (Rerita Daerah Provinsi
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2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 38 TAHUN
2021 KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38
Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
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Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 38)
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan huruf a dan hurui b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

O

Pasal 3 BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

a.

b.

0

melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien
di rumah sakit di Provinsi Gorontalo ;

meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban pasien di rumah sakit di
Provinsi Gorontalo kepada semua pihak yang terkait;
meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit,
etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada
rumah sakit;

memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur
mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumahn sakit
berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
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penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah
untuk mengambil tindakan adminsitratif terhadap Rumah
Sakit yang melakukan pelanggaran.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
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Pasal 9

Usulan calon Qﬂoonfa RPRS Provingi seba ﬁQ1mQﬂ9
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dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis
kepada Gubernur disertai dengan keterangan
mengenai :
a. Data diri yang bersangkutan berupa :
1. Daftar riwayat hidup;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;dan
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
Surat Izin Praktik.
b. Surat pernyataan kesediaan menjadi caion anggota
BPRS Provinsi; dan
C. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan
pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada

annat r]1anﬂzof Aa selama meniad: ancoota RBPRS

Provinsi.
Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
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adalah jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling
lambat 3 (tiga] bulan sebelum masa jabatan anggoia BPRS
Provinsi periode berjalan berakhir.
Mekanisme pengusulan keanggotaai baru maupuin lama yang
diusulkan pada periode berikutnya, sebagaimana proses

nggotaan pertama kali,
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3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

(1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih
calon anggota BPRS Provinsi vang diketuai oleh Kepala
Dinas.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Gorontaio.

Ditetapkan di Gorontaio
pada tanggal 2022
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Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAE P/Ré)VIN SI GORONTALO,
N

DARDA DARABA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 3
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